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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah, 

kekayaan alam tersebut biasa dikenal sebagai Sumber Daya Alam (SDA). 

SDA dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyejahterakan 

kemakmuran rakyat Indonesia. SDA tersebut berupa SDA laut, SDA darat, 

SDA bumi dan SDA lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Hal 

ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, ruang 

angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. 

Perihal ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 2  Undang-Undang 

Agraria No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(untuk selanjutnya disebut UUPA) yang berbunyi “atas dasar ketentuan 

dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh 

negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” 

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam memenuhi 

kebutuhan dan kemakmuran masyarakat Indonesia, negara dapat 

memanfaatkan SDA yang terkandung pada bumi, air dan ruang angkasa. 
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Penggunaan SDA harus dilakukan secara bijaksana dan selektif sesuai 

kebutuhan guna mencapai kemakmuran rakyat Indonesia yang sebesar-

besarnya.  

  Kebutuhan manusia pada pokoknya dibagi menjadi tiga, yakni: 

sandang, papan dan pangan. Sandang merupakan pakaian, pangan 

merupakan makanan dan papan adalah tempat tinggal, kebutuhan tersebut 

juga dapat disebut sebagai kebutuhan primer karena tanpa kebutuhan pokok 

di atas manusia tidak akan dapat melangsungkan hidupnya. Seiring 

berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin meningkat dan bermacam-

macam. Salah satunya adalah dalam bidang pertanahan yang menjadi salah 

satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok manusia untuk dijadikan tempat tinggal (papan) dan 

menjadi peranan penting bagi kehidupan manusia. Tanah merupakan 

karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. 

Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk 

tempat tinggal dan sumber kehidupan. Selain itu, tanah mempunyai dimensi 

ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis.1  

  Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa SDA khususnya tanah sifatnya terbatas dan kebutuhan 

akan tanah terus meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan 

manusia. Dalam hal ini kewenangan negara untuk melaksanakan kewajiban 

pemanfaatan tanah harus sesuai dengan instrumen yang ada agar tercapai 

 
1 Benhard Limbong, Konflik Pertanahan, (Jakarta: Marfaretha Pustaka, 2012), hal. 2. 
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keadilan dan kesejahteraan bersama.2 Dilihat juga dari ruang lingkup 

Agraria, ketentuan tanah telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA 

yang berbunyi : 

(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang 
bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang 
yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan 
yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu 
dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-
peraturan hukum lain yang lebih tinggi.  

 
Fungsi tanah itu sendiri merupakan sebuah nilai dalam kehidupan 

bagi masyarakatnya, karena selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga 

berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi seorang petani yang 

berlokasi di pedesaan dan bagi masyarakat yang hidup di kota, tanah dapat 

dijadikan tempat menjalankan aktivitasnya sehari-hari.3 Semakin 

bertambahnya jumlah penduduk dan zaman yang terus berkembang, 

manusia mulai berpikir dan menyadari bahwa nilai ekonomis dari sebuah 

tanah itu cukup terbilang sangat tinggi, seperti yang telah dipaparkan di atas 

kini semakin banyak kebutuhan akan tanah, sehingga lahan yang ada di 

perkotaan maupun di pedesaan semakin berkurang. Hal ini menjadi salah 

satu faktor pendorong bagi masyarakat untuk mulai berinvestasi terhadap 

 
2 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Cetakan Pertama, 
(Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 13-16. 
3 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Cetakan Keempat, (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 172. 
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tanah. Fungsi tanah yang tadinya hanya sebagai tempat tinggal dan mata 

pencaharian akan bertambah fungsinya menjadi sebuah ajang bisnis atau 

investasi yaitu diperuntukkan sebagai jual-beli tanah dan sewa-menyewa 

tanah.  

Di negara Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, membuat 

para wisatawan tertarik untuk berinvestasi. Terutama pada daerah Bali 

sebagai daerah pariwisata yang terkenal akan Warga Negara Asing (WNA) 

yang berminat untuk berinvestasi dalam bentuk pembelian tanah dan 

dijadikan investasi di Pulau Dewata Bali. Mengingat pengunjung 

berbondong-bondong untuk mengunjungi Bali, baik dari negara Indonesia 

itu sendiri maupun dari berbagai penjuru negara. Tidak dapat dipungkiri lagi 

setiap orang sudah memikirkan keuntungan yang akan didapat jika 

berinvestasi di pulau tersebut.  

Seiring berjalannya waktu, dalam peraturan UUPA menetapkan 

bahwa asas nasionalitas tidak mengizinkan WNA memiliki hak milik atas 

tanah di Indonesia.4 Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 UUPA tentang 

pembatasan kepemilikan terhadap subyek Hak Milik yang mengatakan 

bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang memperoleh hak milik 

merupakan pelaksana asas kebangsaan sebagai salah satu dasar UUPA. 

Dalam Pasal tersebut juga ditegaskan bahwa WNA yang memperoleh hak 

milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena 

 
4 Dadang Sukandar, “Agar anda tak kehilangan tanah akibat menikahi WNA”, diakses dari: 
https://properti.kompas.com/read/2016/09/05/180300821/agar.anda.tak.kehilangan.tanah.akibat.m
enikahi.wna ,pada tanggal 10 Oktober 2018 
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perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan dengan 

berlakunya UUPA ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan 

hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau 

hilangnya kewarganegaraan itu. 

Tidak sedikit penyeludupan hukum yang terjadi di Indonesia. 

Beberapa kasus yang sering muncul adalah WNI melaksanakan perkawinan 

dengan WNA di luar negeri dan sengaja tidak mencatat perkawinannya di 

Indonesia agar WNI tetap dapat mempunyai Hak Milik karena jika sudah 

melaksanakan perkawinan campur tanpa adanya perjanjian nikah, maka 

hartanya akan tercampur dan secara tidak langsung membuat peluang bagi 

WNA untuk memiliki Hak Milik.5 Penguasaan properti oleh WNA hanya 

dapat dilakukan dengan Hak Pakai (HP) dan tidak diperbolehkan untuk 

menguasai hak lainnya seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), dan 

Hak Guna Usaha (HGU). Hak Pakai telah diatur dalam Pasal 41 dan 42 

UUPA.  

Dalam Pasal 41 UUPA diuraikan bahwa Hak Pakai adalah hak untuk 

menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung 

oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan 

kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat 

yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 

tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan 

 
5 Chintya L. Langi, Analisis Yuridis Status Kepemilikan tanah bagi orang asing di Indonesia, Jurnal 
lex et Societatis, Vol.3, Nomor 6, Juli 2015, hal. 59. 
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tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-

ketentuan Undang-undang ini. Pasal selanjutnya yakni Pasal 42 UUPA 

menjelaskan lebih lanjut bahwa yang berhak memiliki hak pakai adalah : 

a. Warga negara Indonesia;  

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;  

c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia;  

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

Ketentuan yang mengatur lebih lanjut terkait hak-hak lainnya dapat 

dilihat dalam Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna 

Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas tanah. 

Pada praktiknya WNA merasa kurang puas dengan hanya 

mendapatkan HP. Mereka ingin menguasai tanah tersebut seluruhnya 

seperti HGU, HGB dan HM, maka dari itu timbullah akibat dari perbuatan 

tersebut di lapangan yang pada umumnya para WNA menggunakan jasa 

Notaris untuk membuat sebuah perjanjian nominee dengan cara 

mengatasnamakan tanah/properti di Indonesia tersebut yang sebenarnya 

adalah milik WNI.  

Contohnya seperti yang dikatakan oleh seorang pengacara yang 

bernama Hotman Paris bahwa sedang marak WNA menguasai tanah di Bali 

secara ilegal6 dan negara Indonesia mengalami kerugian triliunan rupiah 

 
6 Muhammad Ridho, “Hotman Paris bongkar skandal WNA kuasai villa di Bali, negara rugi triliunan 
rupiah”, diakses dari: http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/02/12/hotman-paris-bongkar-skandal-
wna-kuasai-villa-di-bali-negara-rugi-triliunan-rupiah, pada tanggal 21 Februari 2019. 
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uang pajak akibat adanya penguasaan tanah. Di dalam perjanjian tersebut 

penggunaan nama WNI dilakukan dengan cara mengatasnamakan tanah 

atau properti yang dibeli oleh WNA, yang dimana pihak WNI harus 

menandatangani sejumlah perjanjian pengakuan bahwa tanah atau properti 

tersebut bukanlah miliknya, melainkan hanya dipinjam namanya saja. 

Perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian Nominee. 

Perjanjian Nominee tidak diatur secara tegas dalam pengaturan 

hukum di Indonesia, perjanjian nominee pada dasarnya tidak dikenal dalam 

sistem hukum Eropa Kontinental yang berlaku di Indonesia. Namun, jika 

dilihat dalam sudut pandang UUPA bahwa perjanjian Nominee dibidang 

pertanahan dalam praktiknya adalah memberikan kemungkinan bagi WNA 

memiliki tanah yang dilarang UUPA dengan meminjam nama (Nominee) 

WNI dalam melakukan jual beli properti atau tanah sehingga secara yuridis 

tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan pada Pasal 26 ayat (2) UUPA.7 

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka WNI telah merugikan negara 

dikarenakan perwujudan Nominee ini pada suatu perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak, yaitu WNA dan WNI itu pada hakikatnya bermaksud untuk 

memberikan segala kewenangan yang timbul dalam hubungan hukum 

antara seseorang dengan tanahnya kepada WNA selaku penerima kuasa 

untuk bertindak selayaknya seorang pemilik sebenarnya. Perjanjian tersebut 

 
7 Endah Pertiwi, Tanggung jawab notaris akibat pembuatan akta nominee yang mengandung 
perbuatan, Jurnal IUS, Volume VI, nomor 2, Agustus 2018, hal. 255. 
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dikategorikan sebagai penyeludupan hukum karena substansinya telah 

bertentangan dengan UUPA.8 

Keberlakuan perjanjian pinjam nama (nominee) terhadap hak milik 

atas tanah atau properti membuat penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan melalui studi kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3403 K/Pdt/2016. Pihak 

yang berperkara adalah seorang WNI yang bernama Karpika Wati 

(Penggugat) dan WNA yang bernama Alain Maurice Pons (Tergugat I) serta 

seorang Notaris bernama Eddy Nyoman Winarta, SH (Tergugat II). Kasus 

ini adalah mengenai hak kepemilikan sebidang tanah di Bali yang telah 

dibangun sebuah Villa dengan nama Emanuelle. Sebelum Villa tersebut 

dibangun Penggugat dirayu dan diiming-imingi janji akan dibagi hasil dari 

penjualan Villa tersebut oleh Tergugat I, maka dari itu Penggugat dan 

Tergugat I sepakat untuk membuat akta-akta atas sebidang tanah tersebut di 

hadapan Tergugat II. Setelah membuat akta tersebut Penggugat merasa 

dirugikan karena selama berjalannya perjanjian tidak sesuai dengan apa 

yang telah diperjanjikan dan akta-akta tersebut dinyatakan batal demi 

hukum karena dikategorikan dalam penilaian Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Denpasar bahwa pembuatan akta tersebut merupakan sebuah bentuk 

dari penyeludupan hukum sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dengan 

adanya permasalahan di atas membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan 

 
8 Maria S.w. Sumardjono, Alternatif kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi 
Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing, (Jakarta: Kompas, 2007), hal. 18. 
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meneliti lebih dalam dengan judul penelitian “LEGALITAS DAN 

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN NOMINEE DALAM 

KEPEMILIKAN TANAH OLEH WNA (STUDI KASUS PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NO.3403 K/PDT/2016)” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan 

sebuah pokok permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah perbuatan penyusunan perjanjian Nominee dalam jual beli 

tanah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum? 

2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian nominee terhadap 

kepemilikan tanah oleh WNA dalam studi kasus putusan Mahkamah 

Agung Nomor 3403 K/Pdt/2016? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis apakah perbuatan penyusunan perjanjian 

nominee dalam jual beli tanah merupakan suatu perbuatan melawan 

hukum. 

2. Untuk menganalisis akibat hukum dari perjanjian nominee terhadap 

kepemilikan tanah oleh WNA dalam studi kasus Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 3403 K/Pdt/2016 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat 

teoritis dan praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan atau bahan pustaka secara lebih mendalam bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di bidang 

Hukum Perdata dan Hukum Pertanahan terkait dengan perbuatan 

melawan hukum khususnya di dalam hal penguasaan hak milik atas 

tanah oleh Warga Negara Asing berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi pemerintah dalam mengembangkan peraturan yang berkaitan 

di dalam bidang pertanahan dan dapat memberikan acuan bagi 

hakim dalam memutuskan perkara yang nantinya berkaitan dengan 

kasus perbuatan melawan hukum dan kasus pertanahan. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

apabila terlibat dalam suatu permasalahan yang terkait dengan 

perbuatan melawan hukum, khususnya dijadikan bahan 

pertimbangan bagi Warga Negara Indonesia yang meminjamkan 

namanya kepada Warga Negara Asing melalui perjanjian Nominee. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam buku ini adalah merupakan garis 

besar secara singkat tentang materi-materi yang dimuat dalam bab per bab 

dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, akan dipaparkan mengenai latar belakang 

mengenai hal-hal terkait alasan yang menjadi dasar 

diangkatnya penelitian, rumusan masalah yang membahas 

mengenai permasalahan apa yang akan diteliti dan menjadi 

pedoman untuk meneliti, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan yang mendasari 

penelitian ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan memaparkan 

landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan 

teori akan dipaparkan : tentang Perbuatan Melawan Hukum, 

tanah, perjanjian nominee. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, 

prosedur perolehan bahan penelitian, bahan-bahan hukum 

yang digunakan, teknik pendekatan-pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian, dan sifat analisis data. 
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 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini, akan menjawab rumusan permasalahan yang 

terdapat dalam penelitian ini yakni: apakah perbuatan 

penyusunan perjanjian nominee dalam jual beli tanah 

merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan akibat 

hukum dari perjanjian nominee terhadap kepemilikan tanah 

oleh WNA dalam studi kasus Mahkamah Agung Nomor 

3403 K/Pdt/2016 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran 

yang didapat dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan. 
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